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ABSTRAK 

 

Pertahanan dan Keamanan menjadi aspek penting bagi keberlangsungan 

suatu negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas 

pertahanan dan keamanan TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan hukum 

militer. Salah satu bentuk ketundukan secara kedisiplinan yang harus 

dilaksanakan oleh TNI menurut ketentuan dalam Pasal 8 KUHDM. Ketentuan 

tersebut menjelaskan bahwa TNI dilarang tidak masuk kerja maksimal dalam 

waktu damai 4 hari. Tentu larangan tersebut apabila dilakukan oleh anggota TNI 

akan berakibat pada pemberian sanksi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan 

penelitian mengenai sanksi terhadap pelanggaran disiplin berupa tidak masuk 

kerja tanpa izin yang kemudian disusun berdasarkan judul penelitian skripsi 

“Sanksi Tegas Terhadap Prajurit TNI Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin 

Selama 1 (Satu) Hari.” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana 

dan proses hukum terhadap prajurit TNI yang tidak masuk kerja selama satu 

hari. Demi menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan 

metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap prajurit TNI 

yang tidak masuk kerja selama satu hari dibedakan menjadi dua bentuk, yakni 

tidak masuk karena kesalahan pada masa damai dan perang serta tidak masuk 

karena kesengajaan pada masa perang. Penelitian ini juga menemukkan bahwa 

Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana mangkir selama 

satu hari tanpa izin adalah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan 

dan putusan. 

 

Kata Kunci : Pertahanan dan Kemanan, Sanksi, Pidana 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Defense and Security is an important aspect for the sustainability of a 

country, including the Republic of Indonesia (NKRI). The task of defense and 

military security must submit and adhere to the provisions of military law. One 

form submission is the discipline that must be implemented by the military under 

the provisions of Article 8 KUHDM. The provision is explained that TNI is 

prohibited not come to work a maximum of 4 days in peace time. The 

prohibitation when committed by members of the military will result in sanctions. 

Therefore, it is important to do research on sanctions against violations of 

discipline are absent from work without permission is then compiled by the title of 

the research thesis "Decisive Sanctions Against Army personnel The Absent Work 

Without Permission For 1 (one) day." 

This study aims to identify and analyze criminal sanctions and legal 

proceedings against soldiers who are absent from work for one day. By answering 

the formulation of the problem, this research using normative research approach 

and conceptual legislation. 

The results of this research show that criminal sanctions against soldiers 

who are absent from work for one day can be divided into two forms, did not enter 

because of errors in times of peace and war and do not get in due to deliberate 

during the war. This study also finding out that the legal process for soldiers who 

commit criminal acts be absent for one day without permission is investigation, 

prosecution, public hearing and decision. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang tidak masuk kerja selama satu hari 

dibedakan menjadi dua bentuk, yakni tidak masuk karena kesalahan pada 

masa damai dan perang serta tidak masuk karena kesengajaan pada masa 

perang. Prajurit TNI yang tidak masuk tanpa izin selama sehari karena 

kesalahan pada waktu damai dipidana dengan pidana penjara maksimal 

sembilan bulan dan dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun 

apabila dilakukan pada masa perang. Adapun prajurit TNI yang tidak masuk 

tanpa izin selama sehari dengan kesengajaan pada waktu damai dipidana 

dengan pidana penjara maksimal selama maksimal satu tahun empat bulan 

dan dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan 

apabila dilakukan pada masa perang.  

2. Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana mangkir 

selama satu hari tanpa izin adalah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 

pengadilan dan putusan. Selanjutnya, terdakwa maupun prajurit TNI yang 

tidak masuk selama satu hari tanpa izin dapat melakukan upaya hukum biasa 

yang terdiri dari banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa, meliputi 

kasasi demi hukum dan peninjauan kembali. 
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